
I{ESEPAI{ATAN BERSAMA
ANTARA

PEMERIITTATI DAERAII KABUPATEIT MAJALENGI(A
DEITGAtr

I(E.'AKSAAIT NEGERI MA"'ALEITGI(A
TElYTANG

PENANGANAIT DAN PEIYYELESAIAIT MASAL/IH HUKUI}I
BIDAITG PERDATA DAN TATA USAIIA NEGARA

Nomor : HK.O2.OO.O5-Pem

Nomor : B-4O9/M.2.24/GSl02l2A22

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
fuluh Dua (22*A2-2A221, bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan di
bawah ini :

I. Dr. H. KARNA soBArrI, M.M.pd. : Bupati Majalengka yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 131.32-603g
Tanggal 14 September Tahun 20lg
tentang Pengangkatan Bupati
Majalengka Provinsi Jawa Barat,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas narna Pemerintah Daerah
Kabupaten Majatengka yang
berkedudukan di Jatan Jenderal
Ahmad Yani No. 1, Majalengka provinsi
Jawa Barat, yang selanjutnya disebut
PIHAK I(ESATU.

il. EMAIT SULI\EMAN, SH., MH.

AAA

.@

: Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka,
berkedudukan di Jalan Jalan Jenderal
Ahmad Yani Nomor SA Majalengka
Kabupaten Majalengka, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya,
berdasarkan Surat Keputusan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Nomor : KEP-LV-482/C/OT l2O2t
tanggal 14 Juli 2021, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Kejaksaan Negeri Majalengka,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PrrraK rlEsart dan PrrrAfi trEDuA secara bersama sasra datarn Kesepakatan
Bersama ini disebut PARA PHAK, dan srcara sendiri-sendiri disebut PIHlftr( darr
secara bersama-sarna disebut PARA PIilA.K. Selanjutnya PARA PtIIAf terlebih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa PIEAK BESATI, merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2AL4
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubh beberapa kali
ter:alrtrir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2015 tentang Peruhhan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pemerintahan
Daerah, malra Pemerintahan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan
mempertimbangankan prinsip efi.sien, efektifitas, lrlayanan publik serta saling
menguntungkan;

b. Bahwa sesuai Undang-Undang Repubtik Indonesia. Nomor L 1 Tahun 2A21,
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, PIHAE BEDUA memiliki kedudukan
menjalankan salah satu fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta
tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;

c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA
PrHAr( dipndang perlu untuk metrakukan kerja sama dararn rangka
penan"ganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negam yang
dihadapi PIHA,E BESATU.

Dengan rnendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab undang-undang Hukum Perdata {staatsblad Lg4T Nomor 23};
2- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2AA4 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor L 1 Tahun 2A2l tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20f,4 tentang Kejaksaan Republik
lndonesia;

3- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kati diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor I ?ahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;

4- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun ZOt4 teatang
Administrasi Pemerintahan;

5- Peraturan Pemerintah Republik trndonesia Nomor 28 Tahun 2Ol8 tentang
Kerja Sarna Daerah;

6- Peraturan Pr,esiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun ZO2! tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2O1O tentang
organisasi dan Tate, Ke'ja Kejaksaan Republik Indonesia;

7 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tabt5' 2A2O
tentang Tata cara Kerja sarna Daerah dengan Daerah r+in dan Kerja Sama
Daerah dengan Pihak Ketiga;
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8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2O2L Tbntang
Perubahan Kedua atas Peratumn Jaksa Agung Republik Indonesia PER-
W/A|JA,|ATl20fi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabulmten Majalengla Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan eerangkat Daerah. Kabupaten Majalengt<a
sebagaimana diubah dengan Feraturan Daerah I(abutrnten Mqialengka
Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangfuat Daerah
Kabupaten Majalengfua.

10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : I(Ep-
L57lAlJAlfilzALZ tentang Administrasi Ferkara Perdata dan Tata Usaha
Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebrrt diatas, PARA PIHAfi sesuai dengan
kedudukan masing-masing PIIIAX. setuju dan sepakat untuk mengadakan
Kesepakatan Bersama tentang Perranganan Dan Penyelesaian Masalah Hukum
Bidang Perdata Dan Tata Usaha Neg:rra, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Prsal 1
UATSI'D DAI$ TU.IUTil

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan
tugas dan fungsi PA,RA PIIIAK dalam penanganan masalah

hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Tlrjuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningfuatkan efektivitas
penanganan dan/atau penyelesaian masalah Hukum Ferdata dan Tata
Usaha Negara yang dihadapi PIHAX trESAfU baik di dalam ilraupun di luar
pengadilan-

Prsel 2
RUIITG ITIIGIil'P

(11 PIHAI( XEATII sebagai subjek hukum pelaksana pemerintah atau
dalarn meagfuadapi permasalahan hukr.rm Pemerintah Daerah Kabupaten
M4ialengka dapat memfuta jasa hukum PIIIAI( IEIIUA antara lain sebagai
berikut:

a. Bantuan hukum, yaitu pemberian jasa hukum di Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara oleh PIHAK IEDUA untuk mesrakili dan atau
bertindak sebagai Kuasa Hukum PIHAK XESATL berdasarkan Surat

(U
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Kuasa Khusus baik secara Litigasi maupun Non-litigasi hik di peradilan
Perdata rrraupun Arbitase;

b. Pertimbangan hukum, yaitu pemberian jasa hukum oleh PIHAK XI;DUA
paksa Fengacara Negara) kepada PIHAK XESAIL astara l,ain dapat
b.*p.;
1- Pemberian Pendapa.t Hukum (I€gal Opinion), terhadap srratu

pererrcanaan kebiiakan, kegiatan, atau tindakan hukum yang aka11
rlilakukaa PIIIAK. XESATU.

2. Pemberian Pendampingan Hukum tlegal Assistance|, terhadap suatu
pelaksanaan, kegiatan atau tindakan hukum yailg sedang dilakrrkaa
PTH,AT XEATT'.

3. Pemberian Audit Hukum (tegal Audit), terhadap suatu kesiatan atau
tindakan hukum yang telah dilalrukan PIHAI( XESAfiI.

c- Tiildakan Hukum [.ain, yaitu pemberian jasa hukum oleh PIHAE XEil]UA
paksa Pengacara Negara) di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pelayanan Hukum, dan pertimbangan Hukum dalam mngka
urerryelarnatkam dan memulihkan KeuanganlKekayaan Negara serta
menegakan kewibawaan Pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai
konsiliator, rrrediator atam fasilitator dalarn hal teda.li sengleta atam
perselisihan antar lembaga Negara atau Pemerintah.

{21 Kerjasama datam peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya. Manusia
PANA PIHAK.

Fasel I
PEUTXSAITAAT

Sebagai dasar hukum PIIIIIK ftDUA membrikan jasa hukum berupa
Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, danl atau Tindakan Hukrm Iain
sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ayat (U, PIIIAK BES*TII terlebih dahulu

permohonilo secara tertulis kepada 
"IEAE 

XEDUA, dengan
melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan atau permasalahan
dimaksud.
Permohonan trremberian jasa hukum brupa bntuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), akan diperiksa, diteliaah oleh PIHAK XEIIIIA dan
akan dinyatakan apakah diterima dan bersedia memberikaa Bantuan
Hukum, selanjutnya PIIIAI( fEsATL menerbitkan Surat Krrasa Khusus
dengan opsi Hak Substitusi kepada PIHAI( reDUA yang bertindak sebagai
Jaksa Pengacara Negara/Kuasa Hukum PIIIAI( xEsATL baik dalam
kedudukan sebagai penggugat man4,un tergugat.

{u
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{3} Permohonan pemberian jasa hukum beruF pertimbangan hukum
dimaksud pada ayat {1}, akan diperiksa, ditelaatr oleh PIHAI(

BEDUA dan akan dinyatakan apakah diterima dan bersedia memberikan
Fertimbangan Hukum, apabila diterima, PIHAf,. BEAITI harus mel;akukan
pemaparan kegiatan yang akan dirnirrta pertimbangan hukum, setelah
disetujui dalam hasil pemaparanrya tersebut, selanjutnya PIIIII( I(EDUA
dapat menerima surat perintah tugas tim Jaksa Pengacara Negara yang
bertugas melakukan pertimbangan hukurn baik untuk memberikan Pendapat
Hukum (I.egal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistancel darr I atau
Audit Hukum {I.egal Audit)-
Permohonan pemberian jasa hukum berupa Tindakan Hukum Iain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1!, akan diperiksa, ditelaah oleh PIEAK
XEITUA dan akan dinyatakan apakah diterima dan bersedia memberikan
Tindakan Hukum Laful, apabila diterima, PIEAE ftsATl, harus melakukan
pemaparan yang akan diminta Tindakan Hukum Lain, setelah
disetujui rlalam hasil pemaparannJra tersebut, seLanjuhrya PIIIAE XEIIUA
dapat menerima surat perintah tugas "a Jaksa Pengacara Negara yang
bertugas melakukan hukum baik untuk bertinr{rk sebagai
konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengleta atau
perselisihan antar lembaga Negara atau Pemerintah.
Dalam rangla lrenyelesaian permasalahan sebagai rlimaksud pada ayat f1).
PARA PIEAI( dapat narasumber untuk pengayaan
pengetahuan sesuai dengan materi perrrrasalahan.
PARA PIIIAN saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk
menentukan langkah yang diperlukan sebagai upa5ra penyelesaian masatah
sehagaimana dimaksud pada ayat (1)-
PARA PIHAI( dapat melakukan kerjasama dalam bentuk ltsorkshop, seminar,
sosialisasi, Focus Grup Discussion [F\iD], dan bimbingan teknis dalam
rangfta peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia dengan tetap
memperhatikan peraturan yang berlaku.

Prsal 4
PEIBIAYAAf,

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
menjadi beban dan tanggung jawab PIEAK XESATII.

(41
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Fssal 5
JTISGTA IrlKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 tdua) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatanganirrya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAfi-
Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIRA
PIIIiI( dengan rancangarr perpar{angan yang dikoordinasikan patins lambat
3 {trga} bulan sebelum nrasa berlaku Nota Kesephaman ini berakhir-
Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sehagaimana
dimaksud pada ayat (1| dengan ketentuan, PIHAII yang bermaksud untuk
mengalrtriri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara,
tertulis kepada PIIIAT hinnya palins lambat 3 {tiga} bulan sebelum
diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasat 6
PEITGIIIISI'ITG

PAna Prrrar menunjuk 1 {satu} orarrg wakil sebagai
perwakilan trrngfuubung dalam rangka pel;aksanaan Kerjasama ini-
Wakil pengfoubung sebagaimana rlirnakstrd pda ayat (1) adafah *lqetariat
Trnt Koardinasi Kerja fuma Dasah Kabupaten Majalengka dari ?IHAK
fHAfU dan Selcsi Psdata dan Tda Usahs. Nqaradari PIEAB ftIlIrA-
Penunjukan danr pengfuubung ditetapkan dengan keputusan
masing*masing PIHAIL
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukaa kepada
masing*masing PIIIAK.

Prssl 7
XETEITTI'AIT LJUII-LAIIT

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dafam Nota Kesepatraman ini
akana diatur darr ditetapkan oleh PIRA PIIIAK yang merupakan Addendrtm
dan sebagai tlagan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
Apabila terdapat perbedaan penafsiran dafam pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakrrkan koordinasi oleh PARA
PIIIAK.

1.

2.

3.

4.
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Pasal 8
PEITUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
dan dibubuhi cap instansi PARA PIIIAII.

2 (dua) bermaterai cukup,
sarna setelah ditandatangani

PIHAK KEDUA,

soBArr[, lu.l}r.Pd.


